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Abstrak
 
Yurisprudensi merupakan suatu putusan pengadilan yang digunakan oleh hakim-
hakim setelahnya untuk dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Namun posisi 
Yurisprudensi seharusnya digunakan ketika tidak ditemukan adanya aturan yang mengatur 
pada suatu kasus yang dipersidangkan di pengadilan. Hal ini merupakan ciri dari sistem 
hukum Eropa Kontinental atau civil law yang dianut oleh Indonesia dengan memposisikan 
Undang-undang sebagai sumber hukum utama. Hakim memang diberi wewenang penuh 
oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman untuk melakukan penemuan hukum, menggali 
keadilan yang tumbuh di masyarakat dan juga dilarang menolak kasus dengan alasan tidak 
ada dasar hukumnya. Namun faktanya dengan adanya kewenangan tersebut pada hakim, 
memunculkan putusan-putusan yang lalu terlegalkan menjadi sebuah Yurisprudensi dan 
praktiknya Yurisprudensi tersebut mengesampingkan posisi Undang-undang yang 
sebetulnya telah mengaturnya secara limitatif. Kasus yang sempat muncul adalah putusan 
praperadilan dengan tersangka Komjen Budi Gunawan tentang sah tidaknya penetapan 
tersangka. Pasal 77 KUHAP telah mengatur dalam hal apa saja keadaan dapat diajukan 
praperadilan. Namun adanya putusan ini memperluas obyek kajian praperadilan dan dalam 
praktiknya menimbulkan pro dan kontra. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan fungsi 
Yurisprudensi dalam sistem hukum civil law sekaligus mengkomparasikan dengan 
ketentuan pasal Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bersifat normatif dengan metode yang 
digunakan adalah melalui studi literatur-literatur kepustakaan dan peraturan perundang-
undangan. Yurisprudensi dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum dan 
seharusnya diletakan kepada posisi dan fungsinya yaitu sebagai sumber hukum ketika 
terjadi kekosongan hukum. Pasal 10 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tidak bisa 
digunakan sebagai dasar mudahnya Yurisprudensi dikeluarkan oleh Hakim. Pesan dari 
pasal 10 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman adalah mengarahkan kepada hakim-
hakim untuk  menggali nilai keadilan karena menggali nilai keadilan dalam masyarakat 
merupakan salah satu bentuk penemuan hukum dan bukanlah menciptakan hukum. 
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Abstract 
            Jurisprudence is a court decision used by judges afterwards used as a source of 
law. However, the position of jurisprudence that was used by the compilation was not 
found to be the rule that was set in the case that was tried in court. This is a characteristic 
of the Continental European Legal System or Civil Law adopted by Indonesia by positioning 
the Act as the main source of law. Judges are indeed given full authority by the Judicial 
Power Act to make legal discoveries, uphold justice that grows in the community and also 
oppose the replacement of cases on the grounds that there is no legal basis. However, by 
bringing up the decision to the judge, bringing up the decisions which were then legalized 
as Jurisprudence and practice, this Jurisprudence overrides the position of the Act which 
was actually approved by the limitative. The case that emerged emerged was a pretrial 
ruling with the suspect Komjen Budi Gunawan regarding the validity of determining the 
suspect. Clause 77 of the Criminal Procedure Code has agreed in what cases can be 
approved by the pretrial. However, this ruling discusses the object of pretrial study and in 
practice which gives rise to pros and cons. Clause 10 paragraph (1) of the Republic of 
Indonesia Law No. 48/2009 concerning Judicial Power. This research is normative with the 
method used through the study of literature literature and statutory regulations. 
Jurisprudence can be used as a source of law and placed in its position and function as a 
source of compilation of legal vacancies. Clause 10 of the Judicial Power Law cannot be 
used as a basis for easy jurisprudence issued by a Judge. The message of clause 10 of the 
Judicial Power Law is to direct judges to assess the value of justice because gathering 
justice in society is one form of legal discovery and facilitating the creation of law. 
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PENDAHULUAN 
Konstitusi telah menegaskan 
bahwa Negara Indonesia adalah negara 
hukum. Indonesia sebagai negara hukum 
memiliki ciri khusus terhadap sistem 
hukum yang berjalan. Dalam sejarah 
Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, 
menjadikan Indonesia menganut sistem 
hukum Eropa Komtinental atau Civil Law.  
Sistem hukum Eropa Kontinental 
atau Civil Law mempunyai tiga 
karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, 
hakim tidak terikat kepada preseden 
sehingga undang-undang menjadi 
sumber hukum yang terutama, dan 
sistem peradilan bersifat inkuisitorial. 
Karakteristik utama yang menjadi dasar 
sistem Hukum Civil Law adalah hukum 
memperoleh kekuatan mengikat, karena 
diwujudkan dalam peraturan-peraturan 
yang berbentuk undang-undang dan 
tersusun secara sistematik di dalam 
kodifikasi.1 
Selain Undang-undang ada sumber 
hukum lain yaitu Yurisprudensi. Istilah 
yurisprudensi yang ditimbulkan oleh 
putusan-putusan pengadilan, terutama 
putusan-putusan dari pengadilan negara 
                                                             
1 Dedi Soemardi, (1997), Pengantar Hukum 
Indonesia, Jakarta: Indhillco, hlm. 73 
tertinggi (Mahkamah Agung). Putusan-
putusan pengadilan tersebut tidak langsung 
menimbulkan hukum, tetapi hanya sebagai 
faktor dalam pembentukan hukum, karena 
biasanya putusan-putusan pengadilan 
tertinggi diikuti oleh pengadilan yang lebih 
rendah. Kebiasaan yang dianut oleh 
pengadilan yang lebih rendah, itulah yang 
kemudian menjadi kebiasaan pengadilan 
atau yurisprudensi.2 Yurisprudensi saat ini 
menjadi jalan keluar (way out) bagi para 
pencari keadilan, ketika dipandang Undang-
undang belum mengaturnya. Menjadi 
permasalahan adalah apabila sudah ada 
Undang-undang yang mengaturnya, lalu 
muncul putusan hakim yang 
mengesampingkan aturan dalam undang-
undang tersebut, dan terlegalkan menjadi 
Yurisprudensi. 
Munculnya Yurisprudensi dan ketika 
menimbulkan perdebatan dalam 
penerapannya, sering kali penegak hukum 
atau hakim memiliki argumentasi melalui 
ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Ketika suatu putusan 
terlegalkan menjadi yurisprudensi dan 
diikuti oleh para hakim setelahnya, akan 
terasa tidak adil ketika aturannya 
                                                             
2 R. Soeroso, (1993), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: 
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sebenarnya sudah diatur dalam suatu 
Undang-undang lalu mengesampingkan 
fungsi Undang-undang dalam sistem 
hukum Civil Law. 
Kasus yang terjadi adalah ketika 
Hakim Sarpin Rizaldi membut putusan 
Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel 
mengenai sah tidaknya penetapan 
tersangka Komjen Budi Gunawan. Pasal 
77 KUHAP telah mengatur secara 
limitative mengenai obyek kajian 
praperadilan, dimana tidak ada pengujian 
mengenai sah tidaknya penetapan 
tersangka. Semakin seringnya putusan ini 
menjadi rujukan oleh para tersangka, 
seolah-olah putusan ini telah menjadi 
Yurisprudensi. Perlu pengkajian juga 
apakah yang dilakukan Hakim Sarpin 
tersebut sebagai bentuk penemuan 
hukum atau mencipta hukum. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian yang dilakukan dalam 
penulisan ini menggunakan metode 
penelitian hukum normatif atau penelitian 
hukum kepustakaan. Berdasarkan 
pengertian dari penelitian hukum 
normatif adalah suatu prosedur penelitian 
ilmiah untuk menemukan kebenaran 
berdasarkan logika keilmuan hukum dari 
sisi normatifnya. Logika keilmuan yang 
ada dalam penelitian hukum normatif 
dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan 
cara-cara ilmu hukum normatif, yaitu ilmu 
hukum yang objeknya hukum itu sendiri.3 
Berdasarkan jenis metode penilitian 
di atas, bahan penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah bahan 
kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, 
sekunder, dan tersier. Bahan-bahan 
tersebut terdiri atas: 
1. Bahan primer, yaitu putusan-putusan 
yang telah menjadi Yurisprudensi 
dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
2. Bahan sekunder, yaitu bahan yang 
dapat memberikan penjelasan 
mengenai bahan primer, seperti 
buku-buku kepustakaan, karya tulis 
ilmiah para ahli hukum berkualifikasi 
tinggi, hasil penelitian, jurnal, buku-
buku, dokumen-dokumen terkait, 
jawaban atas pertanyaan yang 
dijawab oleh narasumber yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
3. Bahan tersier, yakni bahan yang 
menunjang bahan hukum primer dan 
sekunder untuk membantu peniliti 
dalam melakukan kajian terhadap 
penelitian ini. 
 
                                                             
3 Johnny Ibrahim, (2006), Teori dan Penelitian Hukum 
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Teknik pencarian data yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 
dengan studi pustaka dan studi dokumen. 
Instrumen atau alat untuk mencari data 
dalam penelitian ini adalah dengan cara 
mengumpulkan data dan informasi yang 
berupa bahan-bahan hukum, baik bahan 
hukum primer, yaitu bahan hukum yang 
mengikat dari penelitian ini 
(Yurisprudensi dan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), 
maupun bahan hukum sekunder, yaitu 
bahan hukum yang terdiri atas literatur 
yang ditulis oleh para ahli hukum, 
jawaban narasumber sebagai bentuk 
penunjang bahan hukum primer yang 
berhubungan dengan hukum pidana atau 
jurnal-jurnal hukum pidana.  
Selain melalui studi pustaka, untuk 
mencari hasil yang komprehensif di 
lapangan peneliti juga mencari fakta-
fakta yang terkait. Pencarian ini dengan 
cara melakukan metode wawancara 
terhadap narasumber yang mempunyai 
kompetensi dibidang kajian ini. Teknik 
wawancara terhadap nerasumber ini 
yaitu dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan kepada narasumber yang 
nantinya jawaban dari narasumber 
tersebut membantu peneliti dalam 
melengkapi jawaban yang dirumuskan oleh 
peneliti terkait rumusan masalah yang 
kedua. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Mendasarkan pada teori hukum plato 
yang menyebutkan hukum sebagai sarana 
keadilan. Plato di sini menjelaskan hukum 
sebagai instrument untuk menghadirkan 
keadilan di tengah situasi ketidakadilan. 
Dalam sistem tirani, ketidakadilan sering 
timbul dalam bentuk kesewenang-
wenangan. Aturan yang baik itu akan benar-
benar dirasakan manfaatnya jika si 
pelaksananya juga bermutu secara 
intelektual dan intergeritasnya. Bahkan di 
tangan si pelaksana yang arif dan bijaksana 
itu, aturan yang tidak mutu dan buruk 
bukan jadi halangan untuk mendatangkan 
keadilan dan kemaslahatan, begitu juga 
sebaliknya.4 
Dalam sejarah, Indonesia awalnya 
telah mengadopsi Civil Law System  atau 
system hukum Civil Law. Prinsip utama 
sistem hukum ini adalah mempositipkan 
hukum dalam bentuk tertulis atau 
dituangkan dalam bentuk undang-undang 
(prinsip legisme). Indonesia dikatakan 
                                                             
4 Bernard L. Tanya, (2010), Teori Hukum Strategi Tertib 
Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cetakan ketiga. 
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menganut sistem hukum Civil Law dapat 
dilihat dari perangkat hukum yang 
berjalan mencirikan dari sistem hukum 
Civil Law. Diantarnya terdapat kodifikasi 
hukum dalam beberapa peraturan di 
Indonesia, Undang-undang menjadi 
peraturan yang menjabarkan dari amanat 
Konstitusi, dan sistem peradilan bersifat 
inkuisitorial atau hakim mempunyai 
peranan yang besar dalam mengarahkan 
dan memutus perkara. 
Sistem peradilan pidana adalah 
jaringan peradilan yang bekerja sama 
secara terpadu di antara bagian-
bagiannya untuk mencapai tujuan 
tertentu baik jangka pendek maupun 
jangka panjang dimana di dalamnya 
memiliki karakteristik yang berbeda 
dengan sistem lainnya diantaranya 
interface, tujuan, keterbukaan, 
transformasi nilai dan mekanisme 
kontrol.5 Sistem Peradilan Pidana sebagai 
suatu sistem pada dasarnya dalam 
geraknya akan selalu mengalami 
interface (interaksi, interkoneksi dan 
interdependensi) dengan lingkungannya 
dalam peringkat-peringkat masyarakat : 
ekonomi, politik, pendidikan dan 
teknologi serta sub sistem sub sistem dari 
                                                             
5 Rusli Muhammad, (2011), Sistem Peradilan Pidana 
Indonesia. Yogyakarta : UII Press, hlm 1 
Sistem Peradilan Pidana itu sendiri.6 Dalam 
konsep sistem hukum Civil Law sumber 
hukum yang diutamakan adalah dalam 
bentuk Undang-undang dimana di dalam 
undang-undang tersebut terdapat suatu 
asas yang utama dalam hukum pidana yaitu 
asas legalitas. Asas ini berpangkal tolak 
pada kepentingan masyarakat yang dapat 
ditafsirkan sebagai kepentingan tertib 
hukum. Dengan asas ini maka sistem 
peradilan pidana hanya dapat menyentuh 
dan menggelinding suatu perkara jika 
terdapat aturan-aturan hukum yang telah 
dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.7 
Pada pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
dijelaskan: 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib 
menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat”. 
Melalui pasal ini lah seorang hakim 
mendapat ruang untuk menemukan 
keadilan substansial yang mungkin tidak 
terdapat dalam Undang-undang. Dalam 
praktiknya terkadang seorang hakim perlu 
memberikan putusan pengadilan yang tidak 
didasarkan pada isi Undang-undang 
dikarenakan terjadi kekosongan hukum atau 
                                                             
6 Ibid, hlm 2 
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belum di atur dalam undang-undang. 
Putusan yang seperti ini berjalannya 
waktu disebut sebagai sumber hukum 
Yurisprudensi. Dalam system hukum civil 
law, Yurisprudensi merupakan salah satu 
sumber hukum selain undang-undang.  
Bentuk-bentuk sumber hukum 
dalam arti formal dalam sistem hukum 
Civil Law berupa peraturan perundang-
undangan, kebiasaan kebiasaan, dan 
yurisprudensi. Dalam rangka menemukan 
keadilan, para yuris dan lembaga-
lembaga yudisial maupun quasi-judisial 
merujuk kepada sumber-sumber 
tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang 
menjadi rujukan pertama dalam tradisi 
sistem hukum Civil Law adalah peraturan 
perundang-undangan. Negara-negara 
penganut civil law menempatkan 
konstitusi pada urutan tertinggi dalam 
hirarki peraturan perundang-undangan. 
Semua negara penganut civil law 
mempunyai konstitusi tertulis.8   
Sistem hukum ini memiliki segi 
positif dan negatif. Segi positifnya adalah 
hampir semua aspek kehidupan 
masyarakat serta sengketa-sengketa 
yang terjadi telah tersedia undang-
                                                             
8 Soerojo Wignjodipoero, (1983), Pengantar dan Asas-
asas Hukum adat, Jakarta: Gunung Agung hlm. 27-31 
undang/hukum tertulis, sehingga kasus-
kasus yang timbul dapat diselesaikan 
dengan mudah, disamping itu dengan telah 
tersedianya berbagai jenis hukum tertulis 
akan lebih menjamin adanya kepastian 
hukum dalam proses penyelesaiannya. 
Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang 
timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman 
dan peradaban manusia, tidak tersedia 
undang-undangnya. Sehingga kasus ini 
tidak dapat diselesaikan di pengadilan. 
Hukum tertulis pada suatu saat akan 
ketinggalan zaman karena sifat statisnya. 
Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak 
menjadi dinamis dan penerapannya 
cenderung kaku karena tugas hakim hanya 
sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim 
tak ubahnya sebagai abdi undang-undang 
yang tidak memiliki kewenangan melakukan 
penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan 
yang sesungguhnya.9 
Bukti lain bahwa Indonesia menganut 
sistem hukum sistem hukum civil law adalah 
dalam praktik sehari-hari dimana ketika kita 
ingin melakukan suatu perbuatan hukum, 
kita selalu melihat apakah ada aturan atau 
undang-undang yang mengaturnya atau 
tidak. Selain itu konstitusi juga menjadi 
pegangan penting atau aturan tertinggi 
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dalam pelaksanaan hukum. Ketika 
berperkara dalam persidangan pun model 
peradilan yang digunakan di Indonesia 
tidak mengenal model juri. Tidak 
menganut sistem juri karena negara 
negara tersebut menganut faham bahwa 
orang awam yang tidak tahu hukum tidak 
bisa ikut andil/menentukan nasib 
seseorang, tetapi putusan Hakim yang 
menentukan berdasarkan fakta sumber 
sumber dan saksi saksi yang 
mendukung.10 
Berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan 
pasal 10 Undang-undang Kekuasaan 
Kehakiman, memang diwajibkan seorang 
hakim untuk menggali nilai keadilan 
dalam masyarakat dan dilarang menolak 
perkara dengan alasan tidak ada dasar 
hukumnya. Namun apabila memang 
sudah ada dasar hukumnya, maka 
seharunya seorang hakim mengikuti 
panduan yang ada dalam undang-undang 
dan bukan malah mencipatakn hukum 
baru. Agar supaya hakim tidak dicirikan 
sebagai “corong” undang-undang, maka 
seorang hakim harus memberikan 
putusan yang seadil-adilnya tanpa 
merubah tatanan hukum yang sudah ada. 
Karena menciptakan hukum baru 
                                                             
10 Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum Dan Posisi 
Hukum Indonesia, Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-
Juni 2015 
merupakan ranah legislatif. Ranah yudikatif 
yang diperbolehkan adalah melakukan 
penemuan hukum dan bukanlah 
mencipatkan hukum.  
Karena sejatinya tugas Yudikatif 
adalah menerapkan hukum dan ketika 
dibutuhkan dapat melakukan penemuan 
hukum. Tentu penemuan hukum dan 
mencipta hukum adalah konsep yang 
berbeda. Penemuan hukum mempunyai 
cakupan wilayah kerja hukum yang sangat 
luas, karena penemuan hukum itu dapat 
dilakukan oleh siapa saja, baik itu 
perorangan, ilmuwan, peneliti hukum, para 
hakim, jaksa, polisi, advokat, dosen, notaris 
dan lain-lain.11 Penemuan hukum oleh 
hakim dianggap suatu hal yang mempunyai 
wibawa sebab penemuan hukum oleh hakim 
merupakan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat sebagai hukum karena 
hasil penemuan hukum itu di tuangkan 
dalam bentuk putusan12 
Sejatinya metode penemuan hukum 
oleh Hakim memang sangat diperlukan 
terutama dikala perkembangan hukum kita 
terus menerus semakin maju dan 
berkembang. Bentuk-bentuk tindak kriminal 
baru terkadang tidak diikuti oleh keluarnya 
                                                             
11 Jazim Hamidi, (2005), Hermeneutika Hukum,Teori 
Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks. 
,Yogyakarta: UII Press, hlm 51 
12 Sodikno Mertokusumo & A.Pitlo, (1993), Bab-Bab 
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regulasi baru. Sehingga menuntut 
seorang hakim memiliki pemikiran yang 
Progresif. Namun metode penemuan 
hukum tepat digunakan ketika memang 
telah terjadi kekosongan hukum yang 
memang tidak terdapat dalam regulasi 
maupun nilai-nilai lhuru dalam 
masyarakat. Menjadi persoalaan ketika 
ada seorang hakim yang terlalu progresif 
sehingga dalam putusannya bukannya 
melakukan penemuan hukum tetapi 
menciptakan hukum dengan menambah 
norma atau ketentuan baru dalam 
undang-undang. Sebagai salah satu 
contoh sebagaimana yang pernah diputus 
oleh Hakim Sarpin Rizaldi dengan 
membut putusan Nomor 
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel mengenai 
sah tidaknya penetapan tersangka 
sehingga menambah norma baru dalam 
pasal 77 KUHAP. Tidak menutup 
kemungkinan putusan-putusan seperti ini 
akan menjadi Yursprudensi. 
Setiap putusan hakim berpotensi 
menjadi Yurisprudensi karena terdapat 
asas dalam putusan pengadilan yaitu Res 
Judicata Pro Veretate Habitu, yang berarti 
putusan hakim harus dianggap benar. 
Asas ini mendasarkan bahwa setiap 
putusan yang dikeluarkan oleh hakim 
apapun yang mendasarai putusan itu, 
masyarakat wajib memandang putusan itu 
adalah benar. Memang mengalami pro 
kontra dalam masyarakat ketika suatu 
putusan dikeluarkan dengan adanya latar 
belakang penyimpangan hukum seperti 
suap, korupsi atau yang lainnya.  
Penelitian ini tidak menolak posisi 
hakim untuk melakukan penemuan hukum. 
Apalagi pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 
memberikan ruang untuk itu. Maksud yang 
terkandung dari kedua pasal itu adalah agar 
putusan hakim selalu mendasarkan pada 
rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak 
ada alasan bagi seorang hakim untuk 
menolak perkara. Hal ini sesuai dengan asas 
iura curia novit atau dapat diartikan hakim 
dianggap mengetahui semua hukum 
sehingga pengadilan tidak boleh menolak 
memeriksa dan mengadili perkara.13  
Dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) 
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman juga 
menjelaskan “Ketentuan ini dimaksudkan 
agar putusan hakim dan hakim konstitusi 
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan 
masyarakat”. Dari ketentuan pasal ini kita 
bisa menafsirkan bahwa ketika Hakim dan 
hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan 
                                                             
13 Yahya Harahap, (2016), Hukum Acara Perdata 
tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian 
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memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat, 
putusan yang dihasilkan tetap 
berdasarkan hukum. Diantara berbagai 
definisi yurisprudensi, salah satu definisi 
yang umum dipahami dari pengertian 
yurisprudensi adalah pengertian yang 
digunakan oleh Soebekti yang 
menyebutkan pengertian yurisprudensi 
sebagai putusan-putusan hakim atau 
pengadilan yang tetap dan dibenarkan 
oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai 
pengadilan kasasi, atau putusan-putusan 
MA sendiri yang tetap14 Seorang hakim 
tidak terikat oleh keputusan hakim lain. 
Apabila terjadi bahwa keputusan suatu 
hakim senantiasa dijadikan pedoman 
keputusan hakim-hakim lain terhadap 
peristiwa hukum tertentu yang sama, 
maka lahir hukum yang berlaku umum 
yang disebut Hukum Yurisprudensi.15 
Bismar Siregar mengemukakan meskipun 
secara historis Indonesia mempunyai 
kedekatan keluarga dengan sistem 
hukum civil law melalui jaman penjajahan 
Belanda, namun belum ada pengertian 
                                                             
14 Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 
(1992), Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber 
Hukum, Penelitian Hukum, Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, hlm 8-12 
15 Surojo Wignjodipuro, Op.Cit, hlm. 56. 
baku mengenai apakah yang dimaksud 
dengan yurisprudensi itu.16 
Ketika kami mencoba mencari data 
empiris, kami mewawancarai seorang Hakim 
di Pengadilan Negeri Kota Magelang. Beliau 
menjelaskan seputar yurisprudensi dan 
keberlakuannya pasal 10 Undang-undang 
Kekuasaan Kehakiman. Menurut 
narasumber bahwa berlakunya 
Yurisprudensi itu menganut asas preseden 
(mengikat) yang itu banyak terjadi di 
negara-negara dengan sistem hukum 
common law atau yang biasa dianut oleh 
negara-negara anglo saxon. Narasumber 
sendiri ketika berpraktik jarang mengutip 
Yurisprudensi. Hanya beberapa kali saja 
mengutip ketika terjadi ketidakjelasan 
dalam kasus yang dihadapinya dan 
bukanlah ketidakjelasan aturannya. Ketika 
ditanya apakah Indonesia masih relevan 
dikatakan menganut sistem hukum civil law, 
narasumber menjelaskan hal itu tergantung 
dari kebutuhan di lapangan. Karena dalam 
praktik pun putusan Mahkamah Konstitusi 
yang merupakan produk yudikatif dapat 
mengalahkan Undang-undang.17 
Yurisprudensi selain sebagai sumber 
hukum, dalam dunia peradilan mempunyai 
                                                             
16 Bismar Siregar, (1986), Keadilan Hukum dalam 
Berbagai Aspek Hukum Nasional. Jakarta,: Rajawali, 
hlm. 19 
17 Wawancara di Pengadilan Negeri Magelang kepada 
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beberapa fungsi, diantaranya: (1) 
Menegakkan adanya standar hukum yang 
sama dalam kasus/perkara yang sama 
atau serupa, dimana undang-undang 
tidak mengatur hal itu; (2) Menciptakan 
rasa kepastian hukum di masyarakat 
dengan adanya standar hukum yang 
sama; (3) Menciptakan adanya kesamaan 
hukum serta sifat dapat diperkirakan 
(predictable) pemecahan hukumnya; (4) 
Mencegah kemungkinan terjadinya 
disparitas perbedaan dalam berbagai 
putusan hakim pada kasus yang sama, 
sehingga kalaulah terjadi perbedaan 
putusan antara hakim yang satu dengan 
yang lain dalam kasus yang sama, maka 
jangan sampai menimbulkan disparitas 
tetapi hanya bercorak sebagai variable 
secara kasuistik. (5) Dengan demikian 
dapat dikemukakan bahwa yurisprudensi 
adalah manifestasi penemuan hukum.18 
 
KESIMPULAN 
Konsistensi sistem hukum yang 
berlaku di Indonesia apakah 
menggunakan sistem hukum civil law 
                                                             
18 Jazim Hamidi, Winahyu Erwiningsih, 
Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum 
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak, dalam 
Enrico Simanjuntak Peran Yurisprudensi dalam 
Sistem Hukum di Indonesia The Roles of Case Law in 
Indonesian Legal System, Jurnal Konstitusi, Volume 
16, Nomor 1, Maret 2019, hlm 91 
atau common law dalam perkembangannya 
masih memunculkan perdebatan. Secara 
sejarah dan praktik hukum yang berjalan, 
bisa dikatakan Indonesia menganut sistem 
hukum civil law. Hal ini dapat dilihat dari 
praktik persidangan yang berjalan, undang-
undang berada dalam hierarkhi di bawah 
Kostitusi dan faktor-faktor lainnya. Namun 
ketika dihadapkan pada praktik hukum yang 
dituntut harus selalu mengikuti 
perkembangan zaman secara cepat, sistem 
hukum common law menjadi solusi ketika 
Yurisprudensi diciptakan dan digunakan 
sebagai rujukan sumber hukum.  
Yurisprudensi dapat digunakan 
sebagai salah satu sumber hukum dan 
seharusnya diletakan kepada posisi dan 
fungsinya yaitu sebagai sumber hukum 
ketika terjadi kekosongan hukum. 
Sebaliknya apabila dirasakan sudah ada 
regulasi yang mengatur secara limitative 
seharunya Yurisprudensi tidak digunakan 
sebagai rujukan utama. Pasal 10 Undang-
undang Kekuasaan Kehakiman tidak bisa 
digunakan sebagai dasar legitimasi 
mudahnya Yurisprudensi dikeluarkan oleh 
Hakim. Pesan dari pasal 10 Undang-undang 
Kekuasaan Kehakiman adalah mengarahkan 
kepada hakim-hakim bahwa dalam menggali 
nilai keadilan bukan semata-mata keadilan 
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undang saja, tetapo wajib juga menggali 
keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. 
Tentu menggali nilai keadilan dalam 
masyarakat merupakan salah satu bentuk 
penemuan hukum dan bukanlah 
menciptakan hukum sebagaimana contoh 
yang pernah dilakukan oleh Hakim 
Sarphin dalam putusan Pra Peradilan Budi 
Gunawan atau dalam kasus lain yaitu 
munculnya persepsi putusan bebas 
dengan kualifikasi tidak murni. 
Tentu melalui penelitian ini ada 
rekomendasi dalam hal perlu ditata 
kembali sistem hukum yang berlaku di 
Indonesia dari mulai atas hingga pada 
tahap pelaksana. Aturan-aturan yang ada 
segera mungkin untuk dilakukan 
singkronisasi agar tidak tumpang tindih. 
Selain itu memposisikan kembali sumber-
sumber ketika akan digunakan, sesuai 
dengan fungsinya. Memang apabila kita 
hanya berpedoma pada Undang-undang 
makan hukum yang muncul akan bersifat 
kaku. Sehingga diperlukan adanya 
penemuan hukum dari para hakim yang 
bijaksana. Namun tidak serta merta 
dapat memberi celah atau 
menyampuradukan teori penemuan 
hukum dengan menciptakan 
hukum.Sebab hukum akan menjadi bias 
dan multitafsir apabila regulasi yang 
sudah tertata bagus menjadi campur 
aduk dengan munculnya yurisprudensi-
yurisprudensi yang berlawanan dengan 
regulasi yang ada. 
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